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PERJANJIAN KERJASAMA
AKADEMI KEBIDANAN (AKBID)
BHAKTI KENCANA MATARAM - NTB
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
UDAYANA DENPASAR - BALI

Nomor :243/AKBID-BK/X11/2017
Nomor :5781/UN14.2.2/KS/2017

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Nurmalasari, S.ST., M.MKes. Direktur Akademi Kebidanan (AKBID)
Bhakti Kencana Mataram, bertindak untuk dan atas nama Akademi
Kebidanan Bhakti Kencana Mataram yang berkedudukan di Jalan Sultan
Salahudin No. 32 Tanjung Karang Mataram, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.

2. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT (K) Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang berkedudukan di Jin, P.B. Sudirman Denpasar -
Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan perjanjian
kerjasama dalam hal program bantuan pengembangan proses belajar mengajar
khususnya praktek Anatomi pada Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.

Pasal 1
Umum

Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA ini adalah dalam
rangka program bantuan pengembangan proses belajar mengajar khususnya dalam hal
prakick Anatomi pada Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.

Pasal 2
Tujuan

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pendidikan pada
Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Kerjasama sebagaimana tersebut pada pasal 1 meliputi pembinaan dan pengembangan
proses belajar mengajar khususnya dalam hal praktek Anatomi pada Akademi
Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.



Pasal 4
Kewajiban

PIHAK PERTAMA berkewajiban :

l. Senantiasa berusaha mengembangkan diri demi peningkatan pelaksanaan
proses belajar mengajar;

2. Menyediakan dan memberikan imbalan kepada tenaga yang diperbantukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.

PIHAK KEDUA berkewajiban :

. Memberikan bantuan tenaga pengajar untuk mata ajar sesuai dengan bidang
yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA;

2. Mengizinkan menggunakan sarana dan fasilitas yang ada untuk kegiatan
praktek laboratorium sepanjang tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Pasal 5
Tata Tertib

Para peserta didik Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram harus mentaati dan
mematuhi segala ketentuan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
dalam kegiatan proses belajar mengajar.

Pasal 6
Pembiayaan

Semua biaya dalam proses belajar mengajar dan biaya yang diperlukan sebagai akibat
adanya perjanjian kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA dan
diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak yang merupakan bagian yang tidak terpisah
dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7
Jangka Waktu

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang bila kedua belah pihak
sepakat.

2. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan
kemajuan dan perkembangan dengan ketentuan selambat — lambatnya enam bulan
scbelum perjanjian ini berakhir, PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan
kepada PIHAK KEDUA jika hendak memperpanjang / memperbaharui
Perjanjian Kerjasama ini.



Pasal 8
Perselisihan

1. Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama
ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah mufakat:

2. Bilamana tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka akan
diselesaikan menurut peraturan perundang — undangan yang berlaku dengan
memilih domisili pada wilayah Kota Denpasar.

Pasal 9
Penutup

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian
dalam Addendum atau ketentuan pelaksana lainnya yang merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian kerjasama ini,

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua)
masing — masing bermaterai Rp. 6000,- dengan kekuatan hukum yang sama dan
masing — masing lembar diserahkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
dan Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram.

PIHAK PERTAMA,




AKADEMI KEBIDANAN (AKBID)
BHAKTI KENCANA MATARAM - NTB
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
UDAYANA DENPASAR - BALI

- Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, vang bertanda tangan di bawah ini :

1. Hj. Nurmalasari, S.ST., M.MKes. Direktur Akademi Kebidanan (AKBID)
. BhaanemMmmbmﬂndakunmkdanamsnamaAkadenn
. Kebidanan Bhakti Kencana Mataram yang berkedudukan di Jalan Sultan

Salahudin No. 32 Tanjung Karang Mataram, selanjutnya disebut PIHAK
PERTAMA.
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Dr, dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT (K) Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana yang berkedudukan di Jin. P.B. Sudirman Denpasar -
Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

- Menyatakan bahwa kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Kerjasama
~ Operasional dengan merujuk Perjanjian Kerjasama Nomor 243/AKBID-BK/X11/2017
(PIHAK PERTAMA) dan Nomor 5781/UN14.2.2/KS/2017 (PIHAK KEDUA)
sentang Perjanjian Kerjasama Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram dengan

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Untuk maksud sebagaimana diatur dalam
 pasal 6 Perjanjian Kerjasama tersebut, maka Pihak Pertama dibebankan biaya sebagai
Berikut :
1. Honor Kuliah :

1.1. Guru Besar :Rp. 450.000,-/Jam

1.2. Lektor Kepala : Rp. 400.000,-/Jam

1.3. Lektor :Rp. 350.000,-/Jam
1.4. Asisten Ahli : Rp. 300.000.-/Jam
. Institusional Fee : Rp. 7.500.000,-/Tahun

R o I ]

. Sewa Gedung Fakultas  : Rp. 4.000.000,-/Tahun
. Untuk pembayaran Institusional Fee dan Sewa Gedung Fakuitas ditransfer
langsung ke No Rekening 290920125-9 atas nama Dana Pelolaan BLU

Universitas Udayana, Bank BNI KCU Denpasar, JI. Gajah Mada No. 30
Denpasar.

- Syrat Perjanjian Kontrak ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai Rp. 6000,- dan

~@itandatangani oleh kedua belah pihak yang kedua lembar aslinya memiliki kekuatan
- Bukum yang sama.




PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS HANG TUAH SURABAYA

DENGAN

PROGRAM STUDI KEDOKTERAN GIGI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/SOO/UHT.BO.FKG/XII/ZOI?
Nomor : 5342/UN 14.2.2/PD /2017

Pada hari ini Jumat tanggal satu, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas (01-12-
2017), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lita Agustia, drg., M.H.Kes . Dekan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Hang Tuah Surabaya,
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Universitas Hang
Tuah Surabaya yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA

2. Dr. dr. | Ketut Suyasa, SpB., SpOT (K) . Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Denpasar,
dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Universitas
Udayana Denpasar yang
selanjutnya  disebut  PIHAK
KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan
bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.




3.Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan
dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk mengikatkan
diri satu sama lain dalam sebuah Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat
sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan
fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup .

1. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Penyelengaraan Kegiatan iimiah, Seminar dan Lokakarya;

3. Kerjasama Publikasi jurnal ilmiah nasional

4. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat
untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir perjanjian
ini.

(2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dan
dituangkan dalam Suatu Perjanjian Kerjasama khusus atau tersendiri yang disetujui
oleh PARA PIHAK dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama ini serta disesuaikan
dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggarakan kegiatan yang disepakati
dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama khusus atau
tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh
PARA PIHAK

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini untuk periode
berikutnya setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30
(tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir



(3) PARA PIHAK secara bersama-sama menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama ini dalam
bentuk Perjanjian Kerjasama tambahan yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan
setelah ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini

(4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka
pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak
lainnya paling lambat diterima 6 (enam) bulan sebelumnya

(5) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada
ketentuan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak
memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, atau dengan tidak
terpenuhinya ketentuan pada ayat (3)

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan
Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah
dan mufakat.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian
dalam Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan
mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing dibubuhi
materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA
PIHAK.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 01-12-2017

Dekan Dekan
B Dekan Fakultas Kedokteran
dayana Denpasar

Dr. drKetut Suyaka, SpB., SpOT ('9/7(
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PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
DENGAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
DAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
TENTANG

PENDIDIKAN, PELAYANAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS - 1 BEDAH ANAK
(PPDS-BEDAH ANAK)
Di RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR

Nomor : 252/UN6.C/IPKS/2017

Nomor : HK.03.01/X.4.1.3/11703/2017
Nomor : HK.05.01/XIV.4.3.1/18376 /12017
Nomor : 2882A/UN14.22/PD/2017

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas (03-07-2017),
kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1.

Dr. Yoni Fuadah Syukriani, dr., M.Si., SpF., DFM., Jabatan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Padjadjaran (berdasarkan Surat Keputusan Nomor
3913/UNB.RKT/KP/2015 Tanggal 31 Desember 2015), bertindak untuk dan atas
nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jalan Raya
Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, untuk selanjutnya
dalam perjanjian ini disebut PIHAK PERTAMA.

Ayi Djembarsari, dr., MARS., Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Hasan Sadikin Bandung (berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor
KP.03.01/Menkes/369/2014, Tanggal 16 Oktober 2014) Sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama berkedudukan, di Jalan Pasteur Nomor 38 Bandung, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin
Bandung, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
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3. dr. | Wayan Sudana, M.Kes, Jabatan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat

Sanglah Denpasar, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Kesehatan RI
Nomor: KP.03.01/Menkes/321/2016 tertanggal 15 Juni 2016 dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar yang
berkedudukan di Jalan Diponegoro Denpasar, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KETIGA .

Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT.M.Kes, Jabatan Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana Denpasar, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA berkedudukan di Jalan PB
Sudirman Denpasar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya
secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK,

Dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa :
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a. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Perjanjian Kerja sama Nomor :
3584/UN, Nomor:HK.06.01/IV.D23/10091/2014 dan Nomor :
2501/UN.14.2/KM/2014 tertanggal mulai 16 Juli 2014 dan berakhir tanggal 24
Juli 2017.

b. Bahwa adanya surat dari PIHAK KEDUA Nomor: KM.04.01/X.4.1.3/9336/2017
perihal Pemberitahuan tanggal 8 Mei 2017.

c. PARA PIHAK sepakat memperpanjang perjanjian kerjasama pada Program
Pendidikan Dokter Spesialis-1 Bedah Anak (PPDS-1 Bedah Anak) di Rumah
Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar Bali dengan asas kemitraan, gotong-
royong, senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat PARA PIHAK,
menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dengan
ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; -====--
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;--------------
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran; ------======
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan; -——----- -
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan; ——--
11.Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1673/MENKES/PER/XII/2005 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;--
12. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin
Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
13.Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 Tentang
Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi
Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14.Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang
Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/1/664/2009 Tentang Peraturan
Internal (Hospital Bylaws) RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung;
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi
dokter dan dokter gigi peserta program pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi
spesialis;
17.Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin
Bandung dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran  Nomor
HK_.06.01/E013/ 2499/11/2013 dan Nomor 2380/UN6.C/KS/2013 Tentang Pendidikan,
Peneliian Dan Pelayanan Kesehatan Pada Masyarakat Di Rumah Sakit Umum
Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
18. Perjanjian Kerja sama antara Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

PASAL 2
KETENTUAN UMUM

1 Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, selanjutnya disebut FK Unpad,
adalah unit organik apa di bawah Universitas Padjadjaran yang bertanggung jawab
langsung kepada Rektor Universitas Padjadjaran dan dipimpin oleh seorang Kepala
dengan sebutan Dekan.

2 Fakultas Kedokteran Universitas Udayana selanjutnya disebut FK UNUD adalah unit
organisasi ada di bawah Universitas Udayana yang bertanggung jawab langsung
kepada Rektor Universitas Udayana dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan
sebutan Dekan.

3. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung, selanjutnya disebut RSHS
adalah Unit Pelaksana Teknik Kementerian Kesehatan yang ada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian
Kesehatan Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan
Direktur Utama.
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4. Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar selanjutnya disingkat RSUP Sanglah
Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknik Kementerian Kesehatan yang ada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Kepala dengan
sebutan Direktur Utama.

5. Departemen adalah wadah fungsional/non struktural di FK Unpad yang
melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
dengan sasaran akhir penyelenggaraan pendidikan pada semua strata. ----=---=seems--

6. Staf Medik Fungsional RSHS Bandung, selanjutnya disebut SMF RSHS adalah
merupakan kelompok dokter yang bekerja di bidang medik dalam jabatan fungsional
yang mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat
penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan,
pelayanan dan pengembangan.

7. Staf Medik Fungsional RSUP Sanglah Denpasar , selanjutnya disebut SMF adalah
satuan kerja di RSUP Sanglah Denpasar yang bekerja di instalasi dalam jabatan
fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua SMF.

8. Komite Koordinasi Pendidikan yang selanjutnya disebut KOMKORDIK adalah suatu
unit fungsional yang beranggotakan unsur rumah sakit dan unsur institusi
pendidikan kedokteran, yang tugas dan tanggung jawab, hak, wewenang dan masa
tugas ditetapkan melalui keputusan bersama antara Direktur Rumah Sakit
Pendidikan dan Pimpinan Institusi Pendidikan Kedokteran.

9. Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Bedah Anak FK Unpad
yang selanjutnya disebut PPDS-1 Bedah Anak yang diselenggarakan di lingkungan
PIHAK KETIGA.

10. Penelitian adalah semua program penelitian kedokteran dan kesehatan yang
diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA.

11.Pelayanan adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien sebagai bagian
dari program pendidikan dokter spesialis dan pengabdian kepada masyarakat yang
diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA.

12.Pembimbing adalah dosen tidak tetap PIHAK PERTAMA, merupakan dokter
Spesialis terkait yang berasal dari PIHAK KETIGA untuk melakukan pembimbingan
terhadap peserta didik.
13.Peserta Didik adalah peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis-1 Bedah Anak
(PPDS-1 Bedah Anak) dari FK Unpad yang melaksanakan stase pendidikan di
PIHAK KETIGA.
14.Kerja Sama adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FK
Unpad, RSHS dan FK Universitas Udayana RSUP Sanglah Denpasar dengan
melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan
dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.----------=-=--- -
15.Sumber Daya adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis
pakai yang berada dalam ruang lingkup PIHAK KETIGA serta dipergunakan dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.--—-—----—-
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16. Surat ljin Praktik - Pendidikan (SIP-P) adalah dokumen/bukii tertulis yang diberikan
pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik
kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

17.Surat ljin Praktik - Pendidikan (SIP-P) peserta program pendidikan dokter spesialis
dan program pendidikan dokter gigi spesialis.

PASAL 3
BENTUK KERJA SAMA

(1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan
program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagai bagian dari program
pendidikan dokter spesialis bedah anak dan pengabdian masyarakat, yang dibuat
atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan
fungsi masing-masing.

(2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan
baik oleh PARA PIHAK secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang
berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

PASAL 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

(1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan
pelayanan sebagai bagian dari program pendidikan dokter spesialis bedah anak
dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK
KETIGA.

(2) Proses pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada Ayat (1) bagi peserta
didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati
bersama PARA PIHAK.

(3) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama adalah hak, wewenang dan
tanggung jawab masing-masing pihak.

PASAL 5§
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
a. menetapkan secara tertulis daftar peserta didik dalam bentuk surat tugas, dan
dilengkapi dengan identitas yang lengkap antara lain:

- Daftar riwayat hidup;

- Salinan Surat Tanda Registrasi Pendidikan yang masih berlaku; dan ------=----

- Salinan Surat ljin Praktik di PIHAK KEDUA.

Halaman 5 dari 14

Paraf| | Paraf2 | Paraf 3 | Paraf4

{ |4




b. menetapkan secara tertulis pembimbing yang berasal dari PIHAK KETIGA bagi
peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan;
¢. menyampaikan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada
PIHAK KETIGA,
d. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi
peserta didik kepada PIHAK KETIGA dalam bentuk surat keterangan kompetensi
dengan uraian kewenangannya;
e. melaporkan secara tertulis butir a dan b tersebut pada Ayat (1) pada Pasal ini,
kepada Kepala Dinas Kesehatan setempat sesuai peraturan yang berlaku; -------
f. mematuhi Tata Tertib dan sistem administrasi yang berlaku di lingkungan PIHAK
KETIGA.
g. mengganti peralatan yang rusak/hilang sebagai akibat kelalaian peserta didik di
tempat PIHAK KETIGA.
h. bertanggung jawab atas gugatan bila terjadi malpraktek atas kelalaian peserta
didik di tempat PIHAK KETIGA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban
a. menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk permohonan ijin
stase peserta didik di RSUP Sanglah Denpasar; dan
b. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pendidikan peserta didik di RSUP
Sanglah Denpasar.

(3) PIHAK KETIGA berkewajiban :
a. mengelola kelancaran pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis
dan atau kesehatan yang dilakukan di lingkungan PIHAK KETIGA; —---s--=--mmm--

b. menyediakan tenaga pembimbing/pendidik, tenaga penunjang pendidikan
/administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan
pelayanan medis bagi peserta didik.

(4) PIHAK KEEMPAT berkewajiban :
a.menetapkan perencanaan kegiatan pendidikan dalam bentuk permohonan
ijinstase peserta didik di RSUP Sanglah Denpasar,
b. melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan pendidikan peserta didik di RSUP
Sanglah Denpasar.

(5) PARA PIHAK berkewajiban:
a. menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem
penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan
PIHAK KETIGA,

b. melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran
penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan

¢. melakukan evaluasi secara berkala minimal setahun sekali.
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PASAL 6
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak :
a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;

¢. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

(2) PIHAK KEDUA berhak :
Mendapatkan informasi mengenai pengiriman peserta didik ke PIHAK KETIGA. -—--

(3) PIHAK KETIGA berhak :
a. menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan
peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK PERTAMA, ----

b. mendapatkan semua persyaratan yang dibutuhkan peserta didik dalam
melaksanakan stase di PIHAK KETIGA;

c¢. mengusulkan kepada PIHAK PERTAMA pembimbing bagi peserta didik; ----—--—----

d. mendapatkan biaya program pendidikan dokter spesialis stase sesuai ketentuan
tariff di RSUP Sanglah denpasar.

(4) PIHAK KEEMPAT berhak :
a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;

¢. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

d. mengusulkan nama pembimbing pada PIHAK KETIGA.

(5) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan
oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan
yang berlaku.
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PASAL7
HAK PEMBIMBING DAN PESERTA DIDIK

(1) Pembimbing berhak menerima Surat Keputusan sebagai Dosen Tidak Tetap dari
PIHAK PERTAMA.
(2) Peserta Didik berhak mendapatkan bimbingan/pendidikan dari Dosen Tidak Tetap
sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan
penelitian.
(3) Hak Dosen Tidak Tetap dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja
sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
KEWAJIBAN PEMBIMBING DAN PESERTA DIDIK

(1) Pembimbing berkewajiban :
a. melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih
iimu dan keterampilan;

b. memantau dan membina peserta didik;

¢. memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik; dan ----------------

d. memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan
pendidikan PPDS-1 Bedah Anak sebagai bahan evaluasi.

(2) Peserta Didik berkewajiban:
a. menjalani proses pendidikan PPDS-1 BEDAH ANAK dengan penuh tanggung
jawab;

b. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan
pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada
Dosen Tidak Tetap;

¢. mentaati semua peraturan dan standar prosedur serta kebijakan yang berlaku
PIHAK KETIGA; dan

d. meminta izin kepada Dosen Tidak Tetap bila terdapat penugasan yang
menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas.

(3) Kewajiban Dokter Tidak Tetap dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian
kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
perjanjian kerja sama ini.
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PASAL 9
PENDIDIKAN

(1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA diatur
dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di PIHAK
KETIGA.

(2) Administrasi bagi peserta didik dilakukan oleh PIHAK PERTAMA melalui Komkordik,
PIHAK KETIGA melalui Bagian Pendidikandan Penelitian.

(3) Modul dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan
persetujuan dari PARA PIHAK.

(4) PIHAK KETIGA mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk
kepentingan pendidikan mengacu pada ketentuan di PIHAK KETIGA dan dengan
tetap memegang teguh etika yang berlaku.

(5) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan PIHAK KETIGA dalam hal-hal khusus yang
membutuhkan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya yang mempunyai
dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih
dahulu dari PARA PIHAK, dan secara teknis akan diatur tersendiri.

PASAL 10
PENELITIAN

(1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA harus memperhatikan
hal-hal sebagai berikut :

a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya

pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan spesialisasi; ------------------

b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak

membebani pasien serta tidak membebani anggaran rumah sakit; dan -----------

c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang

disetujui oleh Tim komisi Etik Penelitian;

d. penelitian yang dilaksanakan pada PIHAK KETIGA harus mengikuti kaidah

penelitian yang ditetapkan pada PIHAK KETIGA.

PASAL 11
PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

(1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KETIGA harus sesuai
dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan dan mengacu pada
peraturan yang berlaku.

(2) Rujukan atau bantuan pelayanan kesehatan ke luar rumah sakit oleh peserta didik
harus seizin PIHAK KETIGA.
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PASAL 12
SUMBER DAYA MANUSIA

(1) PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan
kerja sama meliputi pendidikan, pelayanan, penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.

(2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama akan
ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.

(3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia
tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan
disetujui PARA PIHAK.

(4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian/pelayanan kesehatan, .peserta
didik bertanggung jawab kepada Dosen Tidak Tetap dan atau Dokter Penanggung
Jawab Pasien (DPJP).

PASAL 13
SARANA, PRASARANA DAN BAHAN HABIS PAKAI

(1) PARA PIHAK berupaya memenuhi kebutuhan sarana, prasarana dan bahan habis
pakai demi pengembangan dan peningkatan kinerja sesuai tugas dan fungsi
masing-masing.

(2) Sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang digunakan dalam ruang lingkup
kerja sama ini dapat berasal dari PARA PIHAK atau pihak lain yang tidak mengikat.

(3) Kerusakan sarana dan/atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta
didik menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

PASAL 14
PEMBIAYAAN/KEUANGAN

Pengaturan pembiayaan/keuangan dalam penyelenggaraan kerjasama ini akan diatur
kemudian oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian
kerja sama ini.

PASAL 15
TANGGUNG JAWAB HUKUM

(1) Apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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(2) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan
oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan
yang beriaku.

PASAL 16
EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA

(1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk
menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
(2) Evaluasi tersebut pada Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan oleh tim yang
keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK. --------sseeenenen

PASAL 17
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai
tanggal tiga Bulan Juli Tahun dua ribu tujuh belas (03-07-2017), sampai dengan
dua Bulan Juli Tahun dua ribu duapuluh (02-07-2020).
(2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka
waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
(3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka
penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 6
(enam) bulan sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
(4) Dengan berakhirnya perjanjian kerja sama ini, tidak menghapuskan kewajiban-
kewajiban PARA PIHAK yang belum terselesaikan.
(5) Kewajiban PARA PIHAK yang belum selesai sesuai ayat (4), diselesaikan paling
lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerja sama ini.

PASAL 18
KETENTUAN LAIN

(1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus
diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani
PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja
sama ini.

(2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan

penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini. --
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PASAL 19
AMANDEMEN

(1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan
diatur lebih lanjut dalam suatu amandemen perjanjian kerja sama yang disepakati
oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerja sama ini.

(2) Perubahan perjanjian kerja sama hanya dapat dilakukan bersama dengan
pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-
kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

PASAL 20
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang termasuk Force Majeure/sebab kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti
bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang
secara keseluruhan atau terpisah yang ada hubungan langsung dengan
pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, perubahan Peraturan Pemerintah RI
dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini. ---—---

(2) Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan
perjanjian ini dikarenakan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka pihak yang mengalami force majeure harus memberitahukan secara tertulis
disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari
kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

(3) Kondisi/ keadaan force majeure tersebut diatas, tidak dapat dijadikan alasan untuk
menunda kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebelum
terjadinya peristiwa force majeur.

PASAL 21
KORESPONDENSI

Setiap surat dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerja sama
ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimili,
kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak
yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan
alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan
pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
sebelumnya, yaitu :
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(1)
()

(3)

Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran;

Alamat Pos : Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor
Jalan Eijkman No. 38 Bandung
Nomor Telepon : 022) 7795594, (022) 7796373, (022)2032170)
Nomor Faksimil . (022) 7795595, (022) 2037823
Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung;
Alamat Pos . Jalan Pasteur No. 38 Bandung
Nomor Telepon  : (022) 2034953, (022) 2034954, (022) 2034955
Nomor Faksimil  : (022) 2032216
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Bali ;
Alamat Pos . Jalan Diponegoro Denpasar Bali (80114)
Nomor Telepon . 0361-227911-15
Nomor Faksimil . 0361-224206
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana;
Alamat Pos . Jalan P.B. Sudirman Denpasar Bali (80232)
Nomor Telepon . 0361-222510
Nomor Faksimil : 0361-246656
PASAL 22

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang— undangan
yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari/atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan
menyelesaikan perselisihnan tersebut secara musyawarah untuk mencapai
mufakat.
Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah mencapai
mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan hukum yang
tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar. --—-
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PASAL 23
PENUTUP

(1) Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup
dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, untuk masing-masing pihak mendapatkan
satu rangkap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut
oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung FK. Universitas Padjadjaran
Direktur Utama, T Dekan,

=
arsari, dr., MARS.

NIP. 19571109 198410 2 001

PIHAK KETIGA PIHAK KEEMPAT
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah FK. Universitas Udayana Denpasar
_+ Direktur Utam;/ Dekan,
'i\ == e, -
\'.\t% ¥
\ )
dr. | Wayan Sudana, M.Kes 4 Prof. Df. dr. Putu Astawa, SQ.OT.M.K&S\_

NIP. 19650409 199509 1 001 NIP. 19530131 198003 1 004
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PERJANJIAN KERJASAMA

j, uNissuLa i

NOMOR : 967/A.1/SA-FKG/XII/2017

NOMOR : 5343/UN14.2.2/PD/2017 URIVERSITAS

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan kerjasama untuk saling
membantu dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, kami
yang bertanda tangan dibawah ini :

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG

dan

FAKULTAS KEDOKTERAN
. UNIVERSITAS UDAYANA, BALI

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing
pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang
akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5(lima) tahun sejak ditandatangani dan
dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan dipegang
oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

) Ditandatangani di Bali tanggal 1 Desember 2017
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DERMLEAICULTAS KEDOKTERAN

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG g QNWERSUAS UDAYANA

F.'T'__.:-- \ s ”!).; ..

NIK.231 014025 NIK.19660709 199412 1001



PERJANJIAN KERJASAMA

UNIVERSITAS
ANTARA UDAYANA

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, SEMARANG

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA, BALI

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
(TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI)

. NOMOR : 967/A.1/SA-FKG/XII/2017
NOMOR : 5343/UN14.2.2/PD/2017

Pada hari iniJum’at, tanggal satu desember tahun dua ribu tujuh belas (1/12/2017),
bertempat di Bali, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. drg. Suryono, SH, MM, . Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
PhD Islam Sultan Agung Semarang, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Fakultas

Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan

Agung, berkedudukan di Jalan Raya Kaligawe

Km 4 Semarang 50112 selanjutnya disebut

& PIHAK PERTAMA;
2. Dr. dr. | Ketut Suyasa, . Dekan Fakultas Kedokteran, Universitas
Sp.B, Sp.OT (K) Udayana BALI, dalam hal ini bertindak untuk

dan atas nama Fakultas Kedokteran,
Universitas Udayana, berkedudukan di Jalan
P.B. Sudirman, DanginPuriKlod, Denpasar
Bar., Kota Denpasar, Bali 80232, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan
masing-masing disebut PIHAK.



PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan
bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan
dukungan dalam suatu pola kerjasama yang saling menguntungkan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Kerja SamaNomor 967/A.1/SA-FKG/XII/2017 dan Nomor 5343/UN14.2.2/PD/2017 tentang
Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat, dengan
perubahan dan penambahan sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri

. dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama di Bidang Pendidikan, Penelitian, dan
Pengabdian pada Masyarakat (selanjutnya disebut “Perjanjian”), dengan ketentuan dan
syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup |

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah:

Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kedokteran Gigi;
Pelaksanaan kegiatan Penelitian Kedokteran Gigi;
Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat;
Penyelenggaraan Kegiatan limiah, Seminar danLokakarya
Kerjasama publikasi Jurnal limiah Nasional

Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK

D0k ON

Pasal 2
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Penelitian Kedokteran Gigi diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA
bersama dengan PIHAK KEDUA dalam bentuk:

a. Kegiatan penelitian bersama.

b. Tukar menukar informasi penelitian.

c. Kegiatan-kegiatan penelitian lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.



Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat diselenggarakan olehPIHAK

PERTAMA, bersama dengan PIHAK KEDUAdalam bentuk:

a. Penyusunan program terpadu Pengabdian pada Masyarakat.

b. Pengabdian pada Masyarakat bersama.

c. Kegiatan-kegiatan Pengabdian pada Masyarakat yang lain yang disepakati oleh PARA
PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA

1. Untuk merealisasikan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat
untuk menunjuk wakil dari PARA PIHAK untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini

2. Setiap kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK akan dijabarkan dan dituangkan
dalam suatu Perjanjian KerjaSama tersendiri yang disetujui oleh PARA PIHAK dengan
mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang
dimiliki oleh PARA PIHAK

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam
Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang disetujui
dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Pasal 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak tanggal
ditandatangani, dan dapat diperbaharui/diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK.

(2) PARA PIHAK dapat memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini untuk periode berikutnya
setelah ada persetujuan tertulis PARA PIHAK paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari
sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

(3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan
perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan
berlangsungnya Perjanjian ini



Pasal 7
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam Peraturan
Pelaksana dan Peraturan teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan akan menjadi bagian
yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian.

Pasal 8
PENUTUP

1. Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan
peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing

2. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani
PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG UNIVERSITAS UDAYANA, BALI
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PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DENGAN
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL PROVINSI BALI
Nomor : 1104 /UN14.2.2/PD/2017
Nomor: 20/HK.03.01/J/2017

TENTANG

KERJASAMA PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN, PELAYANAN

KONSELING, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI BIDANG

KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Maret tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

2‘

Prof.Dr.dr. Putu Astawa, Sp.OT(K).,M.Kes, selaku Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang di angkat
berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor
309/UN14/KP/2013 tanggal 17 Juli 2013, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
yang berkedudukan di Jalan P.B. Sudirman Denpasar, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA;

Ida Bagus Wirama, SH, M.Kes, selaku Kepala Perwakilan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Bali
yang di angkat berdasarkan SK Kepala BKKBN nomor
371/111/PEG/2014 tanggal 21 Juli 2014 dalam hal ini bertindak

1



untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali, yang berkedudukan
di Jalan Raya Puputan Renon no. 15 Denpasar, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA;

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-
sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal
sebagai berikut :

1.

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pendidikan di Bidang
Kedokteran sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor
20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran serta Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun
2016 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Udayana.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertugas di bidang pengendalian penduduk dan
penyelenggaraan keluarga berencana, serta memiliki fungsi
perumusan kebijakan nasional; penetapan norma, standar,
prosedur, dan kriteria; pelaksanaan advokasi dan koordinasi;
penyelenggaraan  komunikasi, informasi, dan edukasi;
penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk
dan penyelenggaraan Keluarga Berencana, sebagaimana diatur
dalam pasal 56 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga,. serta Peraturan Kepala nomor
82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Provinsi.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama Tentang
pengembangan program pendidikan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut Perjanjian
Kerjasama) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang
dalam pasal-pasal di bawah ini:



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1.

it

10.

11.

(1)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pengendalian
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.
Fakultas adalah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Kepala adalah Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bali

Pendidikan adalah kegiatan pembelajaran mengenai pengetahuan,
sikap keterampilan yang dilakukan secara terencana, sistematis
dan berkesinambungan dan merupakan bagian dari program
pendidikan di Fakultas.

Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang
meliputi pengetahuan, ketrampilan dan sikap yang dilaksanakan
menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran.
Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi adalah suatu upaya
yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif untuk meningkatkan status kesehatan reproduksi dan
KB.

Peserta Program Pendidikan adalah Program Pendidikan Dokter
Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Dokter, Ners
dan Gizi Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
Penelitian adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk
memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan
metode ilmiah.

Pengembangan bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi adalah inovasi dalam perencanaan, peningkatan
peran, pelaksanaan dan evaluasi program sesuai kewenangan
masing masing dalam bidang keluarga berencana dan kesehatan
reproduksi.

Pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu gerakan proses
pemberdayaan diri atau kelompok untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai upaya
bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada PARA

’ Paraf ‘(I



(2)

PIHAK yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
terkait dengan perjanjian kerjasama.

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan tujuan membangun
hubungan kemitraan yang berorientasi kepada pengembangan
program pendidikan Pengendalian Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

k.

5

10.

Pendidikan formal terdiri dari Program Pendidikan Dokter
Spesialis, Program Pascasarjana, Program Pendidikan Dokter
termasuk Pre-service Training bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran
di Fakultas Kedokteran;

Pelatihan di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Konseling Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
Penelitian di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Pengembangan model Pre-service Training bagi mahasiswa
Fakultas Kedokteran di bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi;

Penyelenggaraan kuliah umum  Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Penyelenggaraan seminar, lokakarya, konferensi dan sarasehan
program Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga;

Penyediaan bantuan tenaga ahli, narasumber, peneliti dan pelatih
serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan Pengendalian
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan praktik lapangan dan
Bhakti Karya Praja dalam rangka diseminasi program
Pengendalian  Kependudukan, Keluarga  Berencana  dan
Pembangunan Keluarga;

Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan
teknis pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk perangkat daerah
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Pasal 4
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

a.

b.

Menyiapkan materi Pendidikan Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Mengembangkan pendidikan berwawasan Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ke dalam
kurikulum;

Meningkatkan kompetensi pendidik, peserta didik dan tenaga
kependidikan mengenai wawasan Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga baik melalui
pendidikan formal maupun nonformal;

Menyelenggarakan kuliah umum, seminar, lokakarya,
konferensi dan sarasehan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Menyelenggarakan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan
teknis pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk
perangkat daerah.

(2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:

a.

Memfasilitasi materi penyusunan kurikulum, modul
pengajaran dan pelatihan Pengendalian Kependudukan,
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
Memfasilitasi materi  kuliah umum, seminar, lokakarya,
konferensi dan sarasehan Program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Memfasilitasi tenaga ahli, narasumber, peneliti dan pelatih
serta sarana dan prasarana penunjang pendidikan
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga;

Memfasilitasi materi praktik lapangan dan Bhakti Karya Praja
dalam rangka diseminasi program Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga;

Memfasilitasi sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis
pelaksanaan peraturan tentang Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk perangkat
daerah.



(1)

(2)

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan
dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang disepakati
oleh PARA PIHAK.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk pejabat
pelaksana sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tanggung
jawabnya dan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

(4)

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk waktu 5 (lima) tahun sejak
tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat
diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang
atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK
tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak
lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang
lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran
Perjanjian Kerjasama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan
kewajiban yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan
sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau
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kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

(1) Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan
permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan
diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk
mufakat.

(2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan ( addendum)
dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan kemudian oleh
PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP
Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), di atas

kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama,
masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

_~—PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
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ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH
DENGAN
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 5782/UN14.2.2/PD/2017
Nomor : 981/4686/RSJIWA/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Oktober tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Dr.dr. I Ketut Suyasa, Sp.B.,Sp.OT (K)
Alamat : JIn. P.B. Sudirman, Denpasar
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana dan selanjutnya
dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK
PERTAMA.

. dr. I Wayan Sudana, M .Kes
: JIn. Pulau Nias, Denpasar
: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah
ﬁaiﬁt Umum Pusat Sanglah sebagai Rumah Sakit
' dikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
' l-lmi’ﬂ dﬂlam perjanjian kerjasama ini

insi Bali dalam hal ini
Rumah Sakit Jiwa
Pendidikan Afiliasi

Pihak 1 :
Pihak 2 : é.-ﬂ’

Pihak 3 :



PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut
PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan
dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di
bawah ini :

DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

(3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

(4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

(5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

(6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

(7) ?Undaﬂg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Hmamag Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
aran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
an Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45,

L&mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

! erintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015
Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
N ; 295 ‘Tambahan Lembaran Negara Republik

015 tentang Perubahan
nor 4 Tahun 2011
(Lembaran Daerah

Lembaran Daerah

Pihak 1 :!

Pihak 2 : i.y

Pihak 3 :

Br



w
-
.

(12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2
tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi
yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

(13) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
1069 /MENKES /SK/X1/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi Dan Standar
Rumah Sakit Pendidikan;

(14) Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana  Nomor
296/UN.14/HK/2014 tanggal 11 Juli tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Kerjasama Universitas Udayana;

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
pendidikan dan penelitian kesehatan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali
sebagai Rumah Sakit Afiliasi bagi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

|
i
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RUANG LINGKUP
Pasal 3

: ﬂntuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
kegiatan bersama meliputi bidang-bidang :
 a, Bantuan tenaga ahli/professional di bidang kesehatan.
'b. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana di PIHAK KETIGA.
~ c¢. Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya di PIHAK KETIGA.
bt ‘d. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di PIHAK

"ne

ian kepada masyarakat.
n kegiatan lain atas kesepakatan para pihak sesuai tujuan

ung jawab terhadap :
anusia PIHAK KETIGA dalam

Pihak 1 ¢
pihak3: 2.,




HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) Hak PIHAK PERTAMA :
a. Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat pada PIHAK KETIGA.
b. Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadai bagi pencapaian
kompetensi peserta didik.
¢. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK
KETIGA.

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit PIHAK
KETIGA.

c. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di
rumah sakit PIHAK KETIGA.

d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah
sakit PIHAK KETIGA.

e. Menanggung pembiayaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh peserta didik seluruh Program Studi PIHAK
PERTAMA kecuali PPDS-1 di rumah sakit PITHAK KETIGA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

a. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan peserta didik di PIHAK KETIGA melalui PIHAK
PERTAMA.

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK KETIGA terkait lingkup

kegiatan ini melalui PIHAK PERTAMA.

JHAK KEDUA:
: tenaga mtnbimbmg melalui koordinasi dengan PIHAK

tenaga peserta didik PIHAK
AK PERTAMA di dalam mengikuti
penelitian serta pengabdian
- KETIGA sesuai dengan daya

didik yang akan bertugas di
¢ peserta didik Program D3
da, dan Surat Tanda

n kompetensi dari
am Pendidikan Dokter

Pihak 1 ’[I/
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€. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA

d. Menerima hasil monitoring dan evaluasi tenaga pembimbing,
pendidik dan penilai yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di PIHAK
KEDUA dan PIHAK KETIGA.

e. Tenaga pendidik dari PIHAK KETIGA berhak mendapatkan kontribusi
dana pendidikan sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD-IMISSU).

(6) Kewajiban PIHAK KETIGA :

a. Memberi kesempatan peserta didik PIHAK PERTAMA untuk
memperoleh pengalaman praktek lapangan dan atau praktek klinik
sesuai aturan yang berlaku baik di rumah sakit PIHAK KETIGA.

b. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan
perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan
dan kebutuhan masyarakat.

¢. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran dan/atau
kesehatan lain pada PIHAK KETIGA.

d. Menyediakan supervisi/pembimbing dan pendidik yang memadai bagi
pencapaian kompetensi peserta didik.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik.

Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA terkait lingkup kegiatan ini.

=h

(7) PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan
kepada peserta didik PIHAK KETIGA sesuai dengan kapasitas rumah
sakit.

PESERTA DIDIK
Pasal 6

~ Peserta didik PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa profesi dokter,
‘mahasiswa profesi kesehatan lainnya dan mahasiswa PPDS-1.
/ .,Egmﬂa.h peserta didik profesi dokter dan pendidikan tenaga kesehatan
yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan
rasio dosen pendidik dan mahasiswa yaitu untuk Program
wat 1 : 7 artinya satu dosen pendidik klinis membimbing
kﬁpraw&tan; untuk Program Pendidikan Dokter :
gam dosen pendidik klinis membimbing lima orang
: mia 1 : 3 artinya satu dosen pendidik

sesuai dengan kerangka acuan

a didik PIHAK PERTAMA
pelatihan pelayanan,

Plbat A8 ,Z




PENDANAAN
Pasal 7

(1) Semua pendanaan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian
oleh peserta didik PIHAK PERTAMA, yang dilakukan di rumah sakit
PIHAK KETIGA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan
perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan peraturan yang berlaku.

(2) Besaran kontribusi peserta didik PIHAK PERTAMA kecuali PPDS-1 yang
diberikan kepada PIHAK KETIGA mengacu pada Peraturan Gubernur.

(3) Tenaga pendidik dan/atau pembimbing PIHAK KETIGA mendapatkan jasa

pelayanan yang besarannya diatur dalam keputusan PIHAK KETIGA.

(4) PARA PIHAK bersepakat bahwa peserta Mahasiswa PPDS-1 tidak
menerima jasa pelayanan dan tidak dikenakan kontribusi biaya
pendidikan.

PENELITIAN
Pasal 8

(1) PARA PIHAK dapat melakukan penelitian secara sendiri-sendiri atau
bersama dengan staf medik, dan masing-masing pihak dapat menjadi
pencetus ide atau peneliti utama dengan menggunakan materi dari pihak-
pihak terkait dalam kerjasama ini, demi kepentingan peningkatan mutu

(2) Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan

~ lain, PARA PIHAK bertugas :

a. Melaksanakan penelitian translasional/dan atau penelitian di bidang
ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan lainya.

b. Mgmlm menapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran
: alistik - subspesialistik dan/atau, serta teknologi kesehatan

gkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-
- dan/atau serta spesialistik lainnya.

dankaaehataniamdﬂakukanPARAPIHAK
ika penelitian sesuai dengan peraturan

iy



~ SARANA DAN PRASARANA
- Pasal 9

A akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan
1g  diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan

dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik
yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada
: A akan dimanfaatkan bersama dan
\E J'mnempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK

an dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3

igan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang oleh

[A kepada PIHAK KETIGA, setelah terlebih dahulu
‘oleh Tim dari PIHAK KETIGA.

barang yang masih digunakan dalam proses pendidikan

pada PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK

HAK KETIGA.

{RUTMEN DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Pasal 10

dapat menggunakan tenaga PIHAK PERTAMA untuk
aan pelayanan klinis disamping melaksanakan tugas
penelitian sesuai dengan standar kompetensi yang

atkan tenaga klinis PIHAK KETIGA
giatan pendidikan bagi peserta didik
'P‘asal 3 huruf b.

21 oleh PIHAK PERTAMA
K PERTAMA dengan PIHAK

‘pelatihan, pelayanan,
RTAMA melaksanakan
a pembimbing PIHAK

menunjang kegiatan
1 mematuhi segala

, oleh PARA PIHAK
serta ditetapkan



~ MA AJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
i Pasal 11

an proses manajemen dan administrasi pendidikan di

dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan (Tim KORDIK).

DIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
n Keputusan PIHAK KETIGA.

IK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas

ir dalam Keputusan PIHAK KETIGA.

- KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA
Pasal 12

perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak
terkait dengan pendidikan, pelatihan, penelitian serta
yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang menyangkut
. lain dapat dilaksanakan atas pengetahuan dari PIHAK
K KEDUA dalam kerjasama ini.

UAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 13

&m:ja.sama ini selanjutnya diatur dalam petunjuk
kerjasama yang akan disusun kemudian
ma antara PARA PIHAK.

' pengawasan pembimbing.
: tindakan dalam
dimaksud pada ayat

1 pembimbing dan
' KETIGA maka hal



AP

b

JANGKA WAKTU
Pasal 15

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai
dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK
wajib memberitahukan maksudnya lagi.

PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 16

(1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lain gagal
memenuhi ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan

~ sebelum pemutusan perjanjian ini.

(2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama
karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut harus memberitahukan

da pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan.

(3) Unﬁi:k mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini
dilakukan secara musyawarah.

o KEADAAN MEMAKSA
_ Pasal 17

~ salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam

tidak dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh

1 memaksa (force majeure) dengan ketentuan bahwa pihak

mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau
n memaksa tersebut.

~ PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18

entuan hukum dan peraturan perundang-

Republik Indonesia.

&tau perbedaan pendapat yang timbul
iksanaan Perjanjian ini, maka PARA

lan tersebut secara musyawarah

Pihak 1 : /
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(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah,

(1)

@

maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan
hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan

LAIN - LAIN
Pasal 19

Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam
perjanjian ini maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan
PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidaklah boleh
bertentangan dengan isi perjanjian ini.

Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

_ T,



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH

DENGAN

RUMAH SAKIT MATA BALI MANDARA PROVINSI BALI

TENTANG

PENYELENGGARAAN DI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN,
PELAYANAN, PENELITIAN SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 5774/UN14.2.2/PD/2017
Nomor : HK.05.01/XIV.4.3.1/230!Z /2017
Nomor :445/59/PRJ/RSM.BM/2017

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan September tahun Dua Ribu Tujuh
Belas, (11-9-2017) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama
Alamat
Jabatan

2. Nama
Alamat
Jabatan

3. Nama
Alamat
Jabatan

: Prof. Dr. dr. Putu Astawa, Sp.OT (K), M.Kes
: JIn. P.B. Sudirman, Denpasar

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana dan selanjutnya dalam
perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

: dr. I Wayan Sudana, M.Kes
: JIn. Pulau Nias, Denpasar
: Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah
Sakit Umum Pusat Sanglah sebagai Rumah Sakit
Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini
disebut PIHAK KEDUA.

: dr. Ni Made Yuniti, MM
: JL. Angsoka No. 8 Denpasar
: Direktur Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah
Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali selanjutnya
dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KETIGA.

Pihak 2 - k...
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PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut
PARA PIHAK, sepakat mengadakan perjanjian kerjasama di bidang pendidikan
dan pelatihan, pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di
bawah ini :

(1)

(2)

)

(5)

(6)

(7)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

DASAR PERJANJIAN
Pasal 1

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
(Lembaran  Negara Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015
tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5777);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 22 April tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK 02.03/1/1328/2015 tentang
Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Mata Bali Mandara sebagai
Rumah Sakit Khusus Mata Klasifikasi A;

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 441/KMK.05/2
tanggal 27 Desember 2011 tentang ditetapkannya Unud sebagai instansi
yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Pihak1:.....
Pihak 2 : .L,‘
Pihak 3 ../



(13) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 4);

(14) Surat  Keputusan  Rektor Universitas Udayana Nomor
296/UN.14/HK/2014 tanggal 11 Juli tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Kerjasama Universitas Udayana;

(15) Kesepakatan Bersama Gubernur Bali dengan Rektor Universitas
Udayana dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah
Denpasar
Nomor : 075/09/KB/B.PEM.OTDA/V /2017

3292/UN14/KS /2017

HK.05.01/XIV.4.3.1/12103/2017
tanggal 15 Mei tahun 2017 tentang Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian Kesehatan Mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara.

(16) Perjanjian Kerjasama Gubernur Bali dengan Rektor Universitas Udayana
dan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar
Nomor : 075/11/PKS/B.PEM.OTDA/V /2017

3263 A/UN14/KS /2017

HK.05.01/XIV.4.3.1/12103/2017
tanggal 15 Mei tahun 2017 tentang Pelayanan, Pendidikan dan
Penelitian Kesehatan Mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi
Bali.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan,
pendidikan dan penelitian kesehatan mata di Rumah Sakit Mata Bali Mandara
Provinsi Bali, sebagai Rumah Sakit Afiliasi bagi Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan
kegiatan bersama meliputi bidang-bidang :
a. Bantuan tenaga ahli/professional di bidang kesehatan.
b. Pendidikan dan pelatihan bagi peserta didik Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana di PIHAK KETIGA.
c. Lokakarya, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya di PIHAK KETIGA.

d. Penelitian dan pengembangan pelayanan kesehatan di PIHAK
KETIGA.

e. Pengabdian kepada masyarakat.

f. Kegiatan-kegiatan lain atas kesepakatan para pihak sesuai tujuan
kerjasama ini.

Pihak 1: .....
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TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Pasal 4

TANGGUNG JAWAB BERSAMA
(1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap :
Pengembangan kemampuan sumber daya manusia PIHAK KETIGA dalam
pelaksanaan pendidikan.
(2) PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap :
a. Kelancaran dan keberhasilan proses pendidikan peserta didik yang
dilaksanakan di rumah sakit PIHAK KETIGA.
b. Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang
diperbantukan kepada PIHAK KETIGA.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Pasal 5

(1) Hak PIHAK PERTAMA :

a. Mendapatkan fasilitas untuk pendidikan, pelayanan, penelitian serta
pengabdian masyarakat pada PIHAK KETIGA.

b. Mendapatkan pembimbing/supervisi yang memadai bagi pencapaian
kompetensi peserta didik.

¢. Mendapatkan hasil monitoring dan evaluasi peserta didik.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. Mengirim peserta didik untuk melaksanakan pendidikan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di rumah sakit PIHAK
KETIGA.

b. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit PIHAK
KETIGA.

c. Melakukan penelitian untuk pengembangan pelayanan kesehatan di
rumah sakit PIHAK KETIGA.

d. Mentaati semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah
sakit PIHAK KETIGA.

e. Menanggung pembiayaan kegiatan proses pendidikan dan pelatihan,
pelayanan, penelitian serta pengabdian masyarakat yang
dilaksanakan oleh perserta didik seluruh Program Studi PIHAK
PERTAMA kecuali PPDS-1 di rumah sakit PIHAK KETIGA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

a. Mendapatkan Informasi terkait perencanaan pelaksanaan dan
evaluasi kegiatan peserta didik di PIHAK KETIGA melalui PIHAK
PERTAMA.

b. Mendapat laporan secara rutin dari PIHAK KETIGA terkait lingkup
kegiatan ini melalui PIHAK PERTAMA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
Menyiapkan tenaga pembimbing melalui koordinasi dengan PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

(5) Hak PIHAK KETIGA:

a. Memperoleh dan menggunakan tenaga peserta didik PIHAK
PERTAMA yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA di dalam mengikuti

Pihak 1: ......
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©)

(7)

(1)

(2)

(3)

proses pendidikan, pelayanan, penelitian serta pengabdian
masyarakat di rumah sakit PIHAK KETIGA sesuai dengan daya
dukung dan daya tampung Rumah Sakit.

b. Mendapat kelengkapan dokumen peserta didik yang akan bertugas di
PIHAK KETIGA seperti: surat tugas untuk peserta didik Koas, dan
Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktik, Surat keterangan
kompetensi dari Ketua Program Studi untuk peserta didik Program
Pendidikan Dokter Spesialis 1.

c. Mengatur peserta didik yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sesuai peraturan yang berlaku di PIHAK KETIGA

d. Menerima hasil monitoring dan evaluasi tenaga pembimbing,
pendidik dan penilai yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA.

e. Tenaga pendidik dari PIHAK KETIGA berhak mendapatkan kontribusi
dana pendidikan sesuai dengan Beban Kerja Dosen (BKD-IMISSU).

Kewajiban PIHAK KETIGA :

a. Memberi kesempatan peserta didik PIHAK PERTAMA untuk
memperoleh pengalaman praktek lapangan dan atau praktek klinik
sesuai aturan yang berlaku baik di Poliklinik, IGD, ruang rawat inap,
ruang operasi pada PIHAK KETIGA.

b. Menyediakan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan
perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan
dan kebutuhan masyarakat.

¢. Memberikan dukungan untuk penelitian bidang kedokteran dan/atau
kesehatan lain pada PIHAK KETIGA.

d. Menyediakan supervisi/ pembimbing dan pendidik yang memadai bagi
pencapaian kompetensi peserta didik.

e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap peserta didik.

f. Memberikan laporan secara rutin kepada PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA terkait lingkup kegiatan ini.

PARA PIHAK secara bersama-sama mengatur pola rotasi dan bimbingan
kepada peserta didik PIHAK KETIGA sesuai dengan kapasitas rumah
sakit.

PESERTA DIDIK
Pasal 6

Peserta didik PIHAK PERTAMA adalah mahasiswa profesi dokter,
mahasiswa profesi kesehatan lainnya dan mahasiswa PPDS-1.

Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum
melaksanakan kegiatan di PIHAK KETIGA wajib mengikuti orientasi yang
diselenggarakan oleh pihak PIHAK KETIGA.

Jumlah peserta didik profesi dokter dan pendidikan tenaga kesehatan
lainnya yang bisa diterima untuk mengikuti pendidikan disesuaikan

dengan jumlah tenaga pendidik dan pembimbing dengan rasio maksimal
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(4)
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(6)

(1)

(1)

(2)

(3)

Jumlah peserta didik yang bisa diterima PIHAK KETIGA untuk mengikuti
PPDS-1 disesuaikan dengan jumlah tenaga pendidik dan pembimbing
dengan rasio maksimal 1 : 3.

Kewenangan peserta didik ditentukan sesuai dengan kerangka acuan
praktek klinik yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Hak, kewajiban serta kewenangan semua peserta didik PIHAK PERTAMA
dalam melaksanakan proses pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat di tempat PIHAK KETIGA diatur
secara tersendiri di dalam Buku Pedoman/Panduan Program pendidikan
masing-masing pihak.

PENDANAAN
Pasal 7

Semua pendanaan untuk kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian
oleh peserta didik PIHAK PERTAMA, yang dilakukan di rumah sakit
PIHAK KETIGA ditanggung oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan
perjanjian kerjasama yang telah disepakati dan peraturan yang berlaku.
Besaran kontribusi peserta didik PIHAK PERTAMA kecuali PPDS-1 yang
diberikan kepada PIHAK KETIGA mengacu pada Peraturan Gubernur.
Tenaga pendidik dan/atau pembimbing PIHAK KETIGA mendapatkan jasa
pelayanan yang besarannya diatur dalam keputusan PIHAK KETIGA.
PARA PIHAK bersepakat bahwa peserta Mahasiswa PPDS-1 tidak
menerima jasa pelayanan dan tidak dikenakan kontribusi biaya
pendidikan.

PENELITIAN
Pasal 8

PARA PIHAK dapat melakukan penelitian secara sendiri-sendiri atau
bersama dengan staf medik, dan masing-masing pihak dapat menjadi
pencetus ide atau peneliti utama dengan menggunakan materi dari pihak-
pihak terkait dalam kerjasama ini, demi kepentingan peningkatan mutu
pendidikan.

Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran dan kesehatan

lain, PARA PIHAK bertugas :

a. Melaksanakan penelitian translasional/dan atau penelitian di bidang
ilmu dan teknologi kedokteran dan kesehatan lainya.

b. Menilai, menapis dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran
spesialistik- subspesialistik dan/atau, serta teknologi kesehatan
lainnya.

c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-
subspesialistik dan/atau serta spesialistik lainnya.

d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan
pendidikan kedokteran, dan kesehatan lainnya.

Penelitian bidang kedokteran, dan kesehatan lain dilakukan PARA PIHAK

dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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(4)

(5)

(5)

(6)

Hasil penelitian bidang kedokteran dan kesehatan lain yang dilakukan di
PIHAK KETIGA dideseminasikan kepada PIHAK KEDUA.

SARANA DAN PRASARANA
Pasal 9

PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan bahan, peralatan dan
perlengkapan yang diperlukan untuk kelancaran pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan kemampuan PIHAK PERTAMA.

PIHAK KETIGA akan menyediakan fasilitas pembelajaran yang meliputi
ruang TimKORDIK, ruang peserta didik, ruang kuliah, ruang diskusi,
ruang skill lab dan perpustakaan.

Semua peralatan dan perlengkapan baik medis maupun non medis milik
PIHAK PERTAMA yang telah dan akan diserahkan/ditempatkan pada
PIHAK KETIGA akan dimanfaatkan bersama dan
penyerahannya/penempatannya harus sepengetahuan dan seijin PIHAK
KETIGA.

Penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KETIGA, setelah terlebih dahulu
diadakan evaluasi oleh Tim dari PIHAK KETIGA.

Pemeliharaan barang yang masih digunakan dalam proses pendidikan
dan penelitian pada PIHAK KETIGA menjadi tanggung jawab PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KETIGA.

KETENAGAAN
Pasal 10

PIHAK KETIGA dapat menggunakan tenaga PIHAK PERTAMA untuk
membantu pelaksanaan pelayanan medis disamping melaksanakan tugas
pendidikan dan penelitian sesuai dengan standar kompetensi yang
ditentukan.

PIHAK PERTAMA dapat memanfaatkan tenaga medis PIHAK KETIGA
untuk membangun kelancaran kegiatan pendidikan bagi peserta didik
PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b.

Kriteria kompetensi dan tata cara rekruitmen tenaga pembimbing,
pendidik dan penilai di PIHAK KETIGA ditentukan oleh PIHAK PERTAMA
dengan surat keputusan bersama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KETIGA.

Untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelayanan,
penelitian serta pengabdian masyarakat, PIHAK PERTAMA melaksanakan
penyegaran kepada tenaga pendidik dan/atau tenaga pembimbing PIHAK
KETIGA terutama dalam proses belajar mengajar.

Dalam memberi pelayanan kepada masyarakat serta menunjang kegiatan
lainnya, tenaga PIHAK PERTAMA harus mentaati dan mematuhi segala
peraturan yang ada di rumah sakit PITHAK KETIGA.

Tenaga yang diperlukan agar direncanakan bersama oleh PARA PIHAK
dan diatur berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
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MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Pasal 11

(1) Untuk kelancaran proses manajemen dan administrasi pendidikan di
PIHAK KETIGA dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan (TimKORDIK).

(2) TimKORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
berdasarkan Keputusan PIHAK KETIGA.

(3) TimKORDIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas
yang diatur dalam Keputusan PIHAK KETIGA.

KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAINNYA
Pasal 12

Bahwa di dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak
lainnya yang terkait dengan pendidikan, pelatihan, penelitian serta
pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh PIHAK KETIGA yang menyangkut
kepentingan pihak lain dapat dilaksanakan atas pengetahuan dari PIHAK
PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam kerjasama ini.

KETENTUAN PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 13

Untuk pelaksanaan kerjasama ini selanjutnya diatur dalam petunjuk
operasional pelaksanaan kerjasama yang akan disusun kemudian
berdasarkan keputusan bersama antara PARA PTHAK.

TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 14

(1) Setiap tindakan medis yang dilakukan oleh peserta didik kepada pasien di
PIHAK KETIGA harus dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.

(2) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam
melaksanakan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) pasal ini maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing.

(3) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam
melaksanakan tindakan medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan
tidak sesuai prosedur medis yang berlaku pada PIHAK KETIGA maka hal
tersebut menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

JANGKA WAKTU
Pasal 15

(1) Perjanjian kerjasama ini dibuat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK.

(2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai
dengan kemajuan dan perkembangannya dengan ketentuan selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir PARA PIHAK
wajib memberitahukan maksudnya lagi.
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PEMUTUSAN PERJANJIAN
Pasal 16

(1) Pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak karena pihak lain gagal
memenuhi ketentuan dalam kerjasama ini dengan berbagai alasan harus
diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya yaitu 3 (tiga) bulan
sebelum pemutusan perjanjian ini.

(2) Apabila salah satu pihak berkehendak memutuskan perjanjian kerjasama
karena hal-hal tertentu, yang bukan karena alasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut harus memberitahukan
kepada pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum pemutusan.

(3) Untuk mengatasi kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini
dilakukan secara musyawarah.

KEADAAN MEMAKSA
Pasal 17

Keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam
perjanjian ini tidak dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh
suatu keadaan memaksa (force majeure) dengan ketentuan bahwa pihak
tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau
menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 18

(1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang—
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul
dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.

(3) Apabila tidak tercapai penyelesaian perselisihan secara musyawarah,
maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut
melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih tempat kedudukan
hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Denpasar.

LAIN — LAIN
Pasal 19

(I) Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang belum tercakup dalam
perjanjian ini maka akan diatur dalam addendum atas dasar persetujuan
PARA PIHAK dengan ketentuan bahwa addendum tersebut tidaklah boleh
bertentangan dengan isi perjanjian ini.

(2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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(3) Pada saat perjanjian ini mulai berlaku maka perjanjian kerjasama
operasional antara Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dengan
Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dan Rumah Sakit Indera Provinsi Bali
Nomor : 2345/UN.14.2/KS/2014

: HK.05.01/IV.C 11.D23/12392/2014
: 445/2991/RS1/2014
tentang Penyelenggaraan di bidang Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan,

Penelitian serta Pengabdian Masyarakat dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK KETIGA
Dekan Fakultas Kedokteran Direktur Utanr*?/
: : pasar e
e X s a\

Universitas Udayana

="

. Wﬁ% . Putu Astawa,

Sp.OT (K), M.Ke
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